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ABSTRAK 

 

Analisis Problematika Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Studi 

Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan 

Hukum Islam 

 

Ismi Azizah Noor 

 

Fenomena santet sebagai realitas sosial di Indonesia menimbulkan 

persoalan hukum, terutama setelah diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 252. Permasalahan utama dalam 

penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum tindak pidana santet dalam 

KUHP, bagaimana hubungan kausalitasnya, serta bagaimana perbandingannya 

dengan hukum Islam. Santet dalam hukum positif tidak dipandang sebagai 

fenomena gaib yang harus dibuktikan, melainkan difokuskan pada perbuatan 

seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang 

berpotensi merugikan orang lain. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data yang digunakan 

adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui 

studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang 

mengatur tindak pidana santet dalam KUHP serta membandingkannya dengan 

konsep sihir dalam hukum Islam, termasuk analisis terhadap aspek kausalitas dan 

pembuktian dalam kedua sistem hukum tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana santet 

dalam KUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan 

mengklaim dan menawarkan jasa supranatural, bukan pada akibat yang 

ditimbulkan. Hal ini menimbulkan problematika terutama dalam aspek 

pembuktian dan hubungan sebab akibat yang sulit dibuktikan secara empiris. 

Sementara itu, dalam hukum Islam, santet dikategorikan sebagai perbuatan sihir 

yang merupakan dosa besar dan dapat dikenai sanksi sebagai jarimah, dengan 

pendekatan yang lebih menekankan aspek moral dan keimanan. Perbedaan ini 

menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum positif yang berorientasi 

pada ketertiban sosial dan hukum Islam yang berorientasi pada nilai-nilai religius. 

Kata kunci: Tindak Pidana Santet, KUHP, Hukum Islam, Delik, 

Perbandingan Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana termuat 

dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara 

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep 

negara hukum (rechtstaats) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang 

tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya 

rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia.
1
 

 Dari perspektif hukum, tindak pidana santet menimbulkan berbagai 

pertimbangan kompleks. Secara konvensional, hukum pidana mengatur tindakan 

kriminal yang merugikan individu atau masyarakat secara umum. Dalam konteks 

santet, tantangan utama terletak pada pembuktian keberadaan dan dampak nyata 

dari praktik ini, yang sering kali tidak dapat diselidiki secara ilmiah atau empiris. 

Hal ini mempengaruhi penegakan hukum yang adil dan efektif, karena 

memerlukan standar bukti yang kuat untuk menetapkan kesalahan pelaku. Selain 

                                                      
 

1
 Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada Lubis, “Pengawasan 

Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No. 1, 

(Januari-Juni, 2024), halaman. 59. 
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itu, ada perdebatan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan 

beragama dan kepercayaan dalam konteks hukuman atas praktik yang dianggap 

sebagai kepercayaan spiritual atau budaya.
2
 

 Jika ditinjau dari pandangan agama Islam, sihir merupakan termasuk ke 

dalam kategori perbuatan dosa yang besar. Bahkan praktek sihir dapat juga 

dipandang sebagai dosa yang paling besar. Dosa sihir menurut Nabi Muhammad 

SAW sama seperti dosa menyekutukan Allah SWT dan dosa durhaka terhadap 

kedua orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2: 102: 

ا يُ   ْٚ َٓ وَفَزُ يٰطِيْ َّٓ اٌشَّ ىِ ٌٰ
َٚ  ُٓ ّٰ ب وَفَزَ طٍَُيْ َِ َٚ  ََۚٓ ّٰ ٍْهِ طٍُيَْ ُِ  ٝ ٍٰ ُٓ عَ يٰطِيْ ب تتٍَُْٛا اٌشَّ َِ ا  ْٛ اتَّجعَُ َْ إٌَّبصَ َٚ ْٛ ُّ عٍَِّ

ْٓ احََدٍ  ِِ  ِٓ ّٰ ب يعٍَُِّ َِ َٚ دََۗ  ْٚ برُ َِ َٚ دَ  ْٚ َ٘برُ  ًَ ِٓ ثجَِبثِ ٍىََيْ َّ ٌْ ْٔشِيَ عٍََٝ ا بٓ اُ َِ َٚ حْزَ  ُٓ فتَِْٕخٌ فلَََ تىَْفُزَْۗ اٌظِّ ب َٔحْ َّ لََٓ أَِّ ْٛ حَتّٰٝ يمَُ

ْٓ احََدٍ الََِّ  ِِ  ٖٗ َٓ ثِ يْ ُْ ثِضَبۤرِّ ُ٘ ب  َِ َٚ  َۗ ٖٗ جِ ْٚ سَ َٚ زْءِ  َّ ٌْ َٓ ا ٖٗ ثَيْ َْ ثِ ْٛ لُ ب يفَُزِّ َِ ب  َّ ُٙ ْٕ ِِ  َْ ْٛ ُّ ب فيَتَعٍَََّ َِ  َْ ْٛ ُّ يَتعٍَََّ َٚ  َِۗ ّّٰٰ ِْ  ثِبِِْ

 ُٙ ْٕفَعُ لََ يَ َٚ  ُْ ُ٘ ْٛ يَضُزُّ ٌَ َُْۗ ُٙ ْٔفظَُ ٓ اَ ٖٗ ا ثِ ْٚ بشَزَ َِ ٌجَئِضَْ  َٚ ْٓ خَلََقٍَۗ  ِِ خِزَحِ  ٗٗ فِٝ الَْٰ ب ٌَ َِ ِٓ اشْتزَٰىُٗ  َّ ا ٌَ ْٛ ُّ ٍِ ٌمََدْ عَ َٚ ا َُْۗ  ْٛ  وَبُٔ

 َْ ْٛ ُّ ٢٠١۝ يعٍََْ  

 Artinya: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa 

Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. 

Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 

malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak 

mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya 

kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, 

mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan 

antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan 

seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari 

                                                      
 

2
 Cinta Veridy Khansa, Dewi Haryanti, “Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal 

Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4 (Juli 

2024), halaman. 306-307. 
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sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, 

mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan 

sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk 

sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka 

mengetahui(-nya).”
3
 

 Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP delik santet 

ini terdapat di pasal 252 yang berbunyi: 

(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 

memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan 

bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat 

menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik 

seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai 

mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per 

tiga). 

 Rumusan Pasal 252 mencakup dua unsur penting, yaitu unsur objektif dan 

unsur subjektif. Unsur objektif mengacu pada perbuatan nyata pelaku, seperti 

penggunaan mantra, jimat, atau ritual tertentu yang dipercaya mampu 

memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis korban. Sementara itu, unsur 

                                                      
 

3
 Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashishan 

Mushaf Al-Quran, 2019), halaman. 20. 
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subjektif dalam Pasal 252 berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku untuk 

menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap korbannya. 

 Pasal ini menekankan bahwa yang menjadi fokus bukanlah keyakinan 

masyarakat mengena ikeberadaan atau efektivitas praktik santet itu sendiri, 

melainkan niat jahat (mensrea) dan perbuatan konkret dari pelaku dalam 

melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun keberadaan santet 

mungkin sulit untuk dapat dibuktikan secara ilmiah, hukum pidana tetap mengatur 

dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dinilai meresahkan serta 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4
 

 Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana hanya membahas hukum materiil. Pasal tersebut tidak 

memberikan panduan yang jelas untuk membuktikan tindak pidana santet. Oleh 

karena itu, karena tidak ada aturan pasti atau KUHAP yang jelas, pihak 

berwenang mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana santet ini 

karena mereka kesulitan mengumpulkan bukti yang sah untuk dibawa ke 

pengadilan, sehingga pembuktian kasus santet menjadi rumit. 

 Hal ini dinyatakan demikian karena sulit untuk menunjukkan hubungan 

sebab akibat antara ritual santet dan peristiwa buruk yang dialami oleh korban. 

Saksi ahli yang dihadirkan juga sering memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai santet. Perbedaan pandangan ini menyulitkan hakim dalam membuat 

keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang jelas. Ketidakadaan aturan yang 

                                                      
 

4
 Muhammad Naufal Varian, Emilia Susanti, Ahmad Irzal Fardiansyah, “Analisis Yuridis 

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan 

Kewarganegaraan, Vol. 15 No. 4 (Juli, 2025), halaman. 403. 
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spesifik ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan kasus 

santet. 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki problematika 

pada delik pembuktian, dan berpotensi menyimpang dalam penerapannya. Di sisi 

lain dalam hukum Islam memiliki pendekatan tersendiri dalam memandang 

perbuatan sihir atau santet. Perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum 

Islam tersebut yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Problematika Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Studi 

Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan 

Hukum Islam”. 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana ketentuan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam 

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP? 

b. Bagaimana hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari pemberlakuan tindak 

pidana santet dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan 

hukum Islam? 

c. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait tindak pidana santet yang 

diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan hukum pidana Islam? 

2. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum terkait tindak pidana santet 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP 
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b. Untuk mengamati serta memahami hubungan sebab akibat yang ditimbulkan 

dari pemberlakuan tindak pidana santet dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 

2023 tentang KUHP dan hukum Islam 

c. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan hukum terkait tindak pidana santet 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum pidana 

Islam 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di 

Indonesia, khususnya dalam memahami pengaturan tindak pidana santet 

sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik non-konvensional 

yang berarti tidak mengikuti standar kebiasaan aturan yang berlaku. Analisis 

terhadap ketentuan mengenai santet dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 

2023 tentang KUHP diharapkan dapat memperkaya kajian akademik 

mengenai formulasi delik yang sulit dibuktikan secara empiris serta 

menambah khazanah pembahasan dalam teori pembuktian pidana. Selain 

itu, penelitian ini juga memberikan ilmu sebagai perbandingan hukum 

(comparative law) antara pengaturan santet dalam hukum positif Indonesia 

dan konsep tindakan serupa dalam hukum Islam. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini memiliki manfaat praktis meningkatkan 

pemahaman yang benar mengenai posisi hukum santet dalam hukum positif 

dan hukum Islam sehingga dapat mencegah tindakan main hakim sendiri. Di 

samping itu, bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
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pedoman dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum terkait 

kasus-kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana santet. 

C. Defenisi Operasional 

     1.  Analisis problematika adalah proses untuk berpikir secara sistematis untuk 

menguraikan suatu masalah secara mendalam dengan mengidentifikasi 

fakta-fakta hukum berdasarkan bahan hukum yang akan diteliti. 

2. Santet (santhet-Jawa) merupakan kepanjangan dari “mesisan benthet” atau 

“mesisan kanthet”. Yang dimaksud dengan mesisan benthet adalah “sekalian 

retak” akibat benturan keras, sedangkan mesisan kanthet adalah sekalian 

lengket.
5
 

3.  Tindak pidana, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 12 

Ayat 1 “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan 

Perundang-Undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.” 

Dalam tindak pidana santet menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang KUHP adalah tindakan menawarkan atau memberikan jasa 

supranatural yang bertujuan membantu melakukan perbuatan merugikan 

orang lain melalui kekuatan gaib. 

Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan 

syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta‟zir atau 

tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat 

telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan 

                                                      
 

5
 A. Masruri, The Secret Of Santet (Jakarta: Visimedia, 2010), halaman. 1.  
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kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau 

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
6
 

4. Hukum Islam merupakan suatu bentuk hukum yang didasarkan pada 

syari‟ah sebagai nilai-nilai dan aturan fundamental yang berlaku pada setiap 

muslim. Dalam perspektif hukum Islam, sihir adalah praktik magis atau 

supranatural yang tersembunyi sebabnya dan dilakukan dengan cara kasat 

mata. Dan itu adalah perbuatan terlarang dan haram dalam Islam karena 

membuat tipu daya dan berdampak yang merugikan bagi orang lain. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah KUHP Baru 

yang rencananya akan disahkan dan diberlakukan pada 2 Januari 2026 

adalah Undang-Undang yang digunakan untuk mengganti KUHP Lama. 

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP ini adalah untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum pidana 

materiil Indonesia yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang 

dilarang dan diancam pidana, termasuk perumusan delik-delik baru dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan untuk 

negara terhadap perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, 

meskipun bersifat non-empiris, seperti praktik santet atau bantuan jasa 

supranatural. 

                                                      
 

6
 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam 

Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 

2018), halaman. 26. 
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D. Keaslian Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang 

memiliki tema serupa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. 

Terdapat beberapa skripsi yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini 

yang berfokus pada problematika pemberlakuan tindak pidana santet pada 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Namun berdasarkan bahan 

kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan 

perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok 

pembahasan yang diteliti yang berjudul “Analisis problematika pemberlakuan 

tindak pidana santet studi komperatif Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 

tentang KUHP dan hukum Islam”. 

 Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

1. Skripsi Ulfa Asriani, NIM: 11200480000015, mahasiswa Fakultas  Syariah 

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2024 yang berjudul: 

Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif 

yang membahas tentang pembuktian tindak pidana santet menurut hukum 

positif dan pertimbangan hakim dalam proses pembuktian tindak pidana 

santet pada putusan nomor 25/Pid.B/2021/PN Tgl. 

2. Skripsi Choirul Anam, NIM: S20174031, mahasiswa Fakultas Syariah 

Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024 yang 

berjudul: Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam 
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Pasal 252 KUHP. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang 

membahas mengapa Pasal 252 KUHP Undang-Undang No. 1 tahun 2023 

menjadi penting untuk di rumuskan dan ketentuan alat bukti pada tindak 

pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023. 

3. Skripsi Doli Wiranta, NIM: 2100874201042, mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2025 yang berjudul: Analisi Yuridis 

Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi ini 

merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas konsepsi perbuatan 

santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan implikasi 

dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 Tentang KUHP. 

E. Metode Penelitian 

 Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki 

metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.
7
 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu 

menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan 

analisis problematika pemberlakuan tindak pidana santet studi komperatif 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan hukum Islam. 

                                                      
 

7
 Asliani, Ismail Koto, “Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam 

Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3 No. 2 (Juni, 2022), halaman. 243. 
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   1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif (normative legal research) dengan pendekatan perbandingan hukum 

(comparative approach). Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan tindak 

pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang 

KUHP dan hukum Islam, yang bertujuan untuk menganalisis problematika 

pemberlakuan aturan ini secara normatif. 

   2. Sifat Penelitian 

 Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian hukum dikenal ada beberapa 

jenis, yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian 

eksplanatoris.
8
 Dalam memilih sifat penelitian, penulis memilih 

menggunakan sifat penelitian deskriptif, karna tujuannya untuk menganalisis 

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan juga 

untuk menganalisis pasal ini yang dikaitkan dengan hukum Islam. 

   3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan (approach) adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum 

ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu 

substansi karya ilmiah.
9
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan 

perbandingan (comparative approach). Pendekatan penelitian ini digunakan 

                                                      
 

8
 Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, Metode Penelitian Hukum Dalam 

Pembuatan Karya Ilmiah, (Medan: UMSU Press, 2023), halaman. 122. 

 
9
 Idem., halaman. 87. 
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untuk mempermudah penelitian ini yaitu untuk menganalisis problematika 

pemberlakuan tindak pidana santet dalam KUHP dan hukum Islam. 

   4. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan 

sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

  a. Data Kewahyuan 

 Menurut Nur A Fadhil Lubis, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para 

Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan 

(revelation discourses), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran.
10

 

Dalam penelitian ini penulis memilih data kewahyuan yang bersumber 

dari Al-Quran. 

 b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan.
11

 Data sekunder dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga 

bagian, yaitu: 

       1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum 

yang terkait dalam penelitian. 

           2) Bahan hukum sekunder ini sebagai bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer, seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

                                                      
 

10
 Idem., halaman. 132. 

 
11

 Idem., halaman. 135. 
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Undang-Undang, hasil penelitian, buku, jurnal ataupun artikel, dan 

bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan.
12

 

 5. Alat Pengumpul Data 

  Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, 

maka alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian 

ini adalah studi pustaka (library research) atau studi dokumen 

(documentary research).
13

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

studi kepustakaan dengan 2 cara yaitu: 

a. Bersumber dari studi kepustakaan (library research) dengan cara 

searching melalui media internet untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini yang berupa KUHP, buku-buku, jurnal 

ataupun artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang 

dibahas oleh penulis. 

b. Menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung 

dengan mencari di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara dan juga mengunjungi toko buku untuk menghimpun data 

sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan aspek 

sosial, jurnal ataupun artikel lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian yang dibahas oleh penulis. 

                                                      
 

12
 Ibid. 

 
13

 Idem., halaman. 136. 
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 6. Analisis Data 

  Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yanng 

diteliti.
14

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

melalui interpretasi hukum dan analisis komparatif antara KUHP dan 

Hukum Islam. 

 

                                                      
 

14
 Idem., halaman. 140. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Santet 

 Pada buku tulisan A. Masruri yang berjudul “The Secret Of Santet”, ditulis 

kan bahwa Santet berasal dari istilah jawa “santhet” yang merupakan kepan 

jangan dari “mesisan benthet” atau “mesisan kanthet” yang berarti “seka lian 

retak” akibat benturan keras, se dangkan mesisan kanthet adalah “seka lian 

lengket”.8 Santet ini memiliki tuju an tertentu, baik untuk mengirimkan energi 

positif yang berguna dalam bela diri, maupun untuk menyakiti orang lain.
15

 

 Santet di Indonesia sudah dikenal sejak masa Kerajaan Kediri, dimana hal 

ini berkaitan dengan kisah Calon Arang yang merupakan seorang janda sakti yang 

dituding sebagai pelaku santet yang berusaha disingkirkan oleh Raja Erlangga 

kemudian muncul seorang tokoh rohaniawan bernama Mpu Bhara dah yang 

berhasil membunuh Calon Arang tersebut.
16

 

 Pada buku ini juga dijelaskan mengenai sejarah keberadaan santet yang 

digunakan pada masa runtuhnya Kerajaan Majapahit, yang akhirnya pasukan 

Majapahit menyebar ke berbagai wilayah Bromo, Tengger Semeru dan ada juga 

yang ke Gunung Lawu, lama setelah peristiwa tersebut, salah satu penasihat Raja 

Brawijaya V (Majapahit) yang bernama Sabdo Palon Noyo Geng gong berjanji 

akan melakukan balas dendam.
17

 

                                                      
 

15
 M. Wahid Cahyana, Febry Chrisdanty, “Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek 

Hukum Pidana”, Jurnal Maksigama, Vol. 16 No. 2 (November, 2022), halaman. 183. 

 
16

 Idem., halaman. 185. 

 
17

 Idem., halaman. 186. 
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 Bentuk pelampiasan dendam orang-orang Majapahit atas serangan Demak 

yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahiran dan keyakinannya 

dilakukan dengan cara supranatural. Salah satu tokoh yang menyebabkan santet 

dikenal dengan mbah Bungkuk, yang merupakan tabib yang sakti dan disegani 

istana. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa hal buruk kalah dengan hal baik.
18

 

 Keberadaan santet yang masih berkembang dan dipercaya saat ini di 

Indonesia, menyebabkan masih adanya peristiwa yang mengkaitkan santet dengan 

penderitaan ataupun kematian orang lain yang dianggap tidak wajar, misalnya 

keluar paku dari telinga, muntah rambut, ada paku, mur di dalam perut atau 

bagian tubuh lainnya. Hal-hal tersebut diatas menimbulkan keresahan ditengah-

tengah masyarakat. Semakin banyaknya main hakim sendiri terhadap orang yang 

dituduh sebagai dukun santet, juga memicu pemikiran akan dimasukkannya 

tentang pasal santet di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(RUU KUHP).
19

 

B. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana 

 Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang KUHP, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan 

perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Dalam 

rumusan KUHP Baru, istilah dan atau tindakan memperluas makna sanksi yang 

dapat dikenakan kepada pelaku. Jika pada KUHP Lama sanksi hanya berbentuk 

pidana (seperti penjara, denda, atau hukuman mati), maka KUHP Baru 

                                                      
 

18
 Ibid. 

 
19

 Ibid. 
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memperkenalkan kemungkinan dijatuhkannya tindakan yang bersifat non-punitif. 

 Tindakan ini bisa berupa rehabilitasi, konseling, pengawasan, perawatan, 

atau bentuk intervensi sosial lainnya yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku 

dan melindungi masyarakat, bukan semata-mata menghukum. Dengan demikian, 

ketentuan ini menunjukkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia. Tindak 

pidana tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, 

tetapi juga dari tujuan sosialnya, yaitu untuk menegakkan ketertiban dan keadilan 

sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan. Rumusan ini mencerminkan 

pergeseran paradigma dari sistem hukum yang hanya menekankan aspek 

pembalasan (retributif) menuju sistem yang lebih restoratif dan humanis.
20

 

 

 Konsep dasar pada tindak pidana di dalam KUHP ialah bentuk perlakuan 

yang diberikan kepada seseorang atas dasar kejahatan dan/atau pelanggaran yang 

telah diperbuat. Pemberian hukuman pada tindak pidana tersebut sebagai upaya 

penanggulangan perbuatan yang melanggar KUHP dengan menggunakan sarana 

hukum pidana.
21

 Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan 

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum, 

                                                      
 

20
 Ahdan Ramdani, “Penjelasan Pasal 12 ayat (1) KUHP Baru: Definisi Tindak Pidana”, 

https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-12-ayat-1-kuhp-baru-definisi-tindak-

pidana/#:~:text=Pasal%2012%20ayat%20(1)%20KUHP%20Baru%20menyatakan:,sanksi%20pida

na%20dan/atau%20tindakan (Jumat, 3 April 2026, 23.39). 

 
21

 Nur Aripkah, et.al, “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 

1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 6 No. 2 (September, 2025), 

halaman. 213. 
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tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk 

dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.
22

 

 Tidak hanya konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang 

baru dihadirkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga konsep 

pemidanaannya. Berbicara mengenai pemidanaan, maka secara sederhana dapat 

diartikan dengan penghukuman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat 

konsep pemidanaan yang sangat baru, jauh berbeda dari KUHP, yakni adanya 

tujuan dan pedoman pemidanaan. Adapun tujuan pemidanaan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni: 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma  hukum 

demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 

 pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai 

dalam masyarakat 

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana.
23

 

 Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 KUHP Baru, yang menegaskan bahwa 

tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat serta memulihkan 

keseimbangan dan mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat. 

                                                      
 

22
 Idem., halaman. 219. 

 
23

 Idem., halaman. 220. 
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Kemudian,  KUHP baru juga mengenal “tindakan” yang dapat dikenakan 

bersama-sama dengan pidana pokok untuk mencapai tujuan pemidanaan 

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 bahwa tindak pidana dapat diancam dengan sanksi pidana dan/atau 

tindakan menurut definisi umum tindak pidana pada Pasal 12 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga sistem pemidanaan dalam KUHP baru 

tidak hanya berbasis pidana, tetapi juga tindakan.
24

 

B. Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru 

 Santet adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain 

secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang 

lain atau menyakiti. Benda-benda baik yang bernyawa maupun yang tidak 

bernyawa dengan cara-cara tertentu dipengaruhi dan dikuasai.
25

 Perbuatan santet 

atau juga disebut sebagai usaha mistik yang disebut dengan ilmu gaib. Ilmu gaib 

adalah suatu budaya yang ada pada kehidupan manusia yang dipercayai memiliki 

kekuatan supranatural disalurkan lewat bentuk santet yang merupakan upaya 

kemampuan psikis, namun sebaiknya dihindari karena dilatarbelakangi oleh 

tujuan maksiat, seperti memajukan kepentingan diri sendiri. 

 Satu-satunya dukun yang mampu melawan efeknya adalah orang yang 

sama-sama ahli dalam ilmu hitam. Santet termasuk golongan dalam tindak pidana 

sebab hal ini dipercayai bahwa keberadaannya dapat menimbulkan seseorang 

celaka dan mengalami kerugian maupun kesakitan hal ini sangat sulit untuk 

                                                      
 

24
 Willa Wahyuni, “Mengenal Jenis-Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-

lt6957386ea2194/?page=2 (Jumat, 4 April 2026, 00.02). 

 
25

 Nur Falikhah, “Santet dan Antropologi Hukum”, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 

Vol. 11 No. 22 (November 2017), halaman. 134. 
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dicegah dalam bentuk hukum sebab sulitnya untuk bisa membuktikannya. Oleh 

karena itu uraian perlunya dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet 

dengan tujuan agar bisa mencegah tindakan santet ini terjadi. 

 Pada KUHP Lama istilah santet sudah pernah disinggung pada Pasal 546, 

547 KUHP Lama yang terdapat dalam buku IIII megenai adanya pelanggaran 

tindak pidana pada dua pasal tersebut merupakan pandangan dalam delik undang-

undang (wetsdelicten). Yang memiliki arti atas adanya perbuatan dalam 

masyarakat akan diketahui sebagai melawan hukum dikarenakan hal ini 

dimasukkan dalam pembentukan undang-undang. Sehingga masyarakat akan 

mengetahui bahwa perbuatan seperti ini memiliki sifat melawan hukum.
26

 

 Ketentuan peraturan tindak pidana santet yang diatur dalam Pasal 252 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tidak secara langsung 

mengkriminalisasi perbuatan santet sebagai suatu akibat, melainkan lebih 

menitikberatkan pada perbuatan yang mengklaim bahwa dirinya dukun atau 

menawarkan jasa santet. Peraturan tentang tindak pidana santet ini diatur dalam 

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pasal ini berisi 

tentang:  

    (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 

memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan 

bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat 

menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik 

                                                      
 

26
 Lutfy Cahya Pratama, Budiarsih, “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 

Santet Dalam KUHP Lama”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, Vol. 3 No. 3 (Juni, 

2024), halaman. 215. 
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seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

     (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai 

mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per 

tiga). 

 Dalam penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah 

praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap 

seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu 

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
27

 

C. Konsep Santet Dalam Perspektif Hukum Islam 

 Dalam konteks hukum Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa sihir, 

termasuk santet adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW dalam 

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA menyebutkan bahwa sihir 

adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam hadis itu, sihir 

disebutkan setelah syirik, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di mata 

syariat. 

ب َِ  ًُ أوَْ َٚ ثَب  ًُ اٌزِّ أوَْ َٚ ٌْحَكِّ  ََ اللهُ إلََِّ ثِب ًُ إٌَّفْضِ اٌَّتِي حَزَّ لتَْ َٚ حْزُ  اٌظِّ َٚ زْنُ ثِبللهِ  ْٛ لَبيَ اٌشِّ ٌِّي يَ َٛ اٌتَّ َٚ  ُِ ٌْيتَيِ حْفِ يِ ا ََ اٌشَّ

ٌْغَبفلََِدِ ]رٚاٖ اٌجخبرٜ ِٚظٍُ[ َٕبدِ ا ِِ ؤْ ُّ ٌْ حْصََٕبدِ ا ُّ ٌْ لَذْفُ ا َٚ  

“Rasulullah saw menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh seseorang yang 

diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, 
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memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap 

perempuan-perempuan mukmin” [H.R. al-Bukhari dan Muslim nomor 6351]. 

 Santet, sebagai praktik lokal, dapat dipahami sebagai aplikasi sihir dalam 

konteks budaya tertentu. Dalam pandangan Muhammadiyah, sebagaimana dimuat 

dalam Majalah Suara Muhammadiyah edisi 10 tahun 2011, sihir termasuk ke 

dalam kategori syirik. Hal ini menegaskan bahwa praktik seperti santet tidak 

hanya dilarang tetapi juga mengancam akidah pelakunya. Syirik, sebagai dosa 

terbesar dalam Islam, menjadi alasan kuat mengapa santet tidak dapat dibenarkan 

dalam kondisi apa pun. Hukum santet dalam Islam jelas haram dan bertentangan 

dengan nilai-nilai tauhid. Meski berakar pada tradisi lokal, praktik ini tidak bisa 

dilepaskan dari kategorisasi sebagai sihir, yang memiliki konsekuensi berat baik 

di dunia maupun akhirat.
28

 

 Perbuatan santet termasuk dalam kategori sihir yang menghubungkan 

manusia dengan jin atau setan untuk mencelakai orang lain. Seperti yang 

dikatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 102: 

بَّتاَو وُعَ م اب َْتاو اب ع و نعيِطٰيَشت  ُبُ ِْ َْلٰ  ىب شبُ  ات ِْ ْبيَ م َۚت اب بَربفب  اب شت   ِْ ْبيَ ِ كٰشع  َۚت اَو و نعيِطٰيَشب  اب بَربفت اَعب   تْ َِّفب  و سعمنب  َتَّبُْٰ مَ  و رُٰ اب  اب

ْبع وتلَزٰنب  ْبكبيَشٰ  ىب بْ اَاب  اَٰبماٰبب  وَ  تْ بَم اَابَ   تْ م اب م اب اب شٰ َتَّبُْٰ  اب ِْ حَ  اٰشَ   ُعَ وبدب َ  دب بُ تاَ م َبَ بْ ٌُٰسَبتِ  لبَِّشت  وٰلع اَعب  ُبكَرتفََ  ٌبلب   تْ بَّبْع  ٌبيبُ

م بْ م اٰسَهت ِّتاَعب  اب ْٰ  ابيَشب  اٰهِ  َتربفُٰ فَ بْ هَِ  وَ  ْٰ اَ م اب ب اب تَمَ  اب ََشب   ُْٰ مِّ حَ  اٰشَ  اٰهِ  اٰنب عُ  وبدب اَعب  ََِٰۗ  اٰمٰذعَٰ  وٰ تْ بَّبْع َبُ م اب تَ  اب فُ بَنت بُ  مَ   اب

مََ  بحَ  َبسَربَّتهت اَو اب بَ تْ ْٰ شٰ  ىب بْ م وَ ُبفِتهت   ب اٰ  ٌٰع  بهَ  اب رٰفب ِ َُ اََ  اٰشَ  و لب بٰلَب  رب اَو اب بَ م بفب مََ  اٰهَِ  اب ملتاَو  باَ  وبلَرتربهت بَ اَعب   تْ ۝١٠٢ َبََّْب  

 Artinya: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa 

Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. 

Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 
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malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak 

mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya 

kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, 

mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan 

antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan 

seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari 

sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, 

mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan 

sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk 

sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka 

mengetahui(-nya).”
29

 

D. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Tindak Pidana Santet 

 Dalam tindak pidana santet hubungan sebab akibat (kausalitas) penting 

untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku. Ajaran Kausalitas adalah ajaran 

yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat 

dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu 

keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu 1 akibat dari suatu tindakan, dan 

sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta 

pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.
30

 

 Menurut Penulis, santet adalah perbuatan yang sulit dibuktikan secara 

empiris karna santet adalah perbuatan sihir yang tidak berwujud namun dipercaya 

ada kebenarannya. Tindak pidana santet ini diatur dalam Pasal 252 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, berdasarkan isi Pasal 252 tersebut 

hanya terdapat delik formil yang dimana perbuatan yang mengklaim dan/atau 

menawarkan jasa santet ini apalagi sampai mencelakai orang lain dapat dipidana. 

Akibat yang ditimbulkan yaitu pelaku yang melakukan hal tersebut dapat dipidana 

sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Pasal 252 KUHP. Sumber 

hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. 

Artinya, sumber hukum tersebut mempunyai bentuk spesifik dan tata cara 

penyusunannya juga sudah tertentu. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum 

berlaku umum, diketahui dan ditaati. Adapun sumber hukum dalam arti materiil 

adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum.
31

 

E. Perbandingan Hukum Tindak Pidana Santet Menurut KUHP dan Hukum 

Islam 

 Dalam pandangan Islam istilah lain santet jampi-jampi, jimat dan ikatan-

ikatan berupa kumpulan beberapa materi dan energi yang buruk dan kotor sebab 

meminta bantuan kepada jin dan setan. Menurut Ibn Qudamah sihir sendiri 

merupakan jampi-jampi, mantera-mantera, jimat-jimat, serta ikatan yang 

berpengaruh terhadap fisik dan mental yang mengakibatkan sakit, kematian, 

perceraian suami istri, dan menanamkan kecintaan atau kebencian antara dua 

orang. Hal tersebut digolongkan menjadi tindak pidana santet sebuah jarimah 

(pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu.
32
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 Menurut penganut aliran Imam Asy-Syafi'i sanksi pidana terhadap 

penyihir adalah Qisash dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 102-103 

yang artinya adalah: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada 

masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang 

kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 

dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak 

mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya 

kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, 

mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan 

antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan 

seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari 

sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, 

mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan 

sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk 

sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka 

mengetahui(-nya). Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala 

dari Allah pasti lebih baik, seandainya mereka mengetahui(-nya).”
33

 

 Qisash adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam, namun 

berbeda dengan hudud karena dalam hudud hak penegakannya merupakan hak 

Allah yang bersifat umum, sedangkan dalam qisash ini merupakan hak individu. 

Masyarakat hanya mempunyai satu hukum dan selama ada Al-Quran dan Hadits, 
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mereka tidak boleh membuat undang-undang sendiri, sebaliknya mereka dapat 

melakukan ijtihad jika tidak menemukan masalahnya.
34

 

 Orang yang berprofesi memiliki ilmu hitam atau santet disebut dukun. 

Menurut Muhammad bin Abdul Wahab Ali Yamani, dukun diartikan sebagai 

“orang yang menyebarkan kepada masyarakat apa yang disembunyikannya.” 

Selagi seseorang yang memiliki ilmu hitam namun tidak menyebarluaskan 

keilmuannya maka belum dianggap sebagai dukun, dia hanya menyembunyikan 

keilmuan untuk keperluan dirinya sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam 

ranah meresahkan masyarakat.
35
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Santet Yang Diatur Dalam     

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP 

 Ketentuan hukum adalah seperangkat peraturan yang di dalam ada norma 

hukum dan apabila dilanggar akan diberi sanksi, ketentuan hukum ini bersifat 

memaksa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur sebuah 

negara dan juga masyarakat. Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, 

keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada setiap orang. Ketentuan 

hukum yang diatur dalam tindak pidana santet sudah lama diatur di Indonesia, 

namun dalam KUHP Lama tindak pidana santet tidak diatur secara tegas dan jelas. 

 Ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan ini dikatakan hukum 

pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur tindakan yang 

dilarang oleh hukum dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar 

undang-undang tersebut. Hukum pidana memainkan peran penting dalam menjaga 

ketertiban dan keamanan umum. Keberadaannya bertujuan untuk mengurangi 

terjadinya kejahatan dalam frekuensi dan tingkat keparahan untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan yang merugikan, melanggar hak asasi, dan mengancam 

keamanan.
36
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 Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum 

pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak 

dapat dibiarkan.
37

 

 Seperti yang sudah disahkan saat ini di dalam Pasal 252 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023. Karena sebelum KUHP Baru disahkan pelaku santet bisa 

dihukum tapi tidak dengan pasal yang menyatakan santet tetapi apabila santet 

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka fisik pada korban bisa dikenakan Pasal 

351-355 Tentang Penganiayaan, apabila mengakibatkan kematian dikenakan Pasal 

338-340 KUHP Tentang Pembunuhan, apabila menjadi dukun palsu yang 

menyebabkan kerugian pada korban dapat dikenakan Pasal 378 KUHP Tentang 

Penipuan. 

 Maka dari itu tujuan dari dirumuskan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang KUHP ini guna untuk membentuk penegakan hukum. 

Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau 

tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau 

bekerja serta terwujud secara konkret.
38

 

 Pembentuk Undang-Undang menempatkan Pasal 252 KUHP dalam Bab V 

Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Berdasarkan prinsip rubrica est lex 

(judul (bab/bagian) adalah hukum), dapat disimpulkan bahwa klaim supranatural 

dan praktik perdukunan merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas 

masyarakat, bukan sekedar keyakinan pribadi yang bersifat privat. Dalam 
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penjelasan pasal, telah ditegaskan pula ketentuan ini bertujuan untuk mencegah 

praktik main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap seseorang yang menyatakan 

dirinya “mempunyai kekuatan gaib” serta “mampu menimbulkan penderitaan bagi 

orang lain”. Delik ini ditempatkan satu kategori dengan tindak pidana seperti 

penghinaan terhadap simbol negara, penghasutan untuk melawan pemerintah, 

kekerasan bersama-sama di muka umum, penyebarluasan berita bohong, dan lain-

lain.
39

 

 Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang 

KUHP tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, 

percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain 

dalam Undang-Undang.
40

 Tindak pidana adalah sebuah perbuatan kejahatan atau 

pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
41

 

Ketentuan hukum mengenai santet dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur 

dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 Pasal ini tidak secara langsung mempidanakan praktik santet sebagai 

fenomena gaib, melainkan menjerat perbuatan seseorang yang mengaku memiliki 

kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, 

penderitaan, atau kematian terhadap orang lain. Ketentuan ini merupakan delik 
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formil yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku, bukan pada akibat yang 

ditimbulkan. 

 Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, peraturan 

mengenai santet terdapat dalam Pasal 252. Ketentuan hukum terkait tindak pidana 

santet ini tidak secara langsung bertujuan untuk menghukum pelaku yang 

melakukan perbuatan santet. Tetapi bertujuan untuk mengkriminalisasi perbuatan 

seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa dengan 

tujuan tertentu seperti mencelakai orang lain. 

 Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, negara akhirnya mengatur ketentuan 

pidana yang berkaitan dengan santet. Ketentuan ini mulai berlaku tiga tahun sejak 

diundangkan, yakni pada tahun 2026. Pengaturan tersebut dilatarbelakangi oleh 

adanya kekosongan hukum terhadap perbuatan yang berkaitan dengan klaim 

kekuatan gaib, yang selama ini berpotensi mendorong masyarakat melakukan 

tindakan main hakim sendiri. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara 

berupaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik sosial yang 

timbul akibat tuduhan santet.
42

 

 Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP delik santet 

ini terdapat di pasal 252 yang berbunyi: 

    (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 

memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan 
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bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat 

menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik 

seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

     (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai 

mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per 

tiga). 

 Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa Pasal ini bukan untuk 

menghukum praktik mistik atau kepercayaan tradisional, melainkan untuk 

mencegah penipuan berkedok supranatural, melindungi masyarakat dari klaim 

palsu yang menimbulkan ketakutan, menindak pihak yang mencari keuntungan 

dengan mengaku bisa mencelakai orang lewat ilmu gaib. Dengan kata lain, tidak 

ada pembuktian santet secara gaib, melainkan pembuktian pernyataan, promosi, 

atau klaim yang menyesatkan dan meresahkan.
43

 

 Alasan Pasal ini menjadi kontroversial karena meski telah dijelaskan, 

Pasal santet tetap menuai kritik dari berbagai kalangan. Sulitnya pembuktian Pasal 

ini dinilai rawan multitafsir karena berkaitan dengan keyakinan dan persepsi 

masyarakat. Potensi kriminalisasi dikhawatirkan bisa digunakan untuk 

melaporkan seseorang hanya karena konflik pribadi atau tuduhan sepihak. 

Benturan dengan kebebasan berkeyakinan dengan sejumlah pihak menilai pasal 
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ini bisa menyentuh wilayah kepercayaan dan budaya lokal jika tidak diterapkan 

secara hati-hati.
44

 

 Pakar hukum menegaskan, tidak semua orang bisa dijerat pasal ini. Unsur 

pidana dapat terpenuhi jika ada pengakuan atau klaim bahwa orang tersebut 

memiliki kekuatan gaib, disampaikan kepada publik atau pihak lain, bertujuan 

menimbulkan ketakutan dan penderitaan atau keuntungan pribadi, ada bukti 

pernyataan, promosi, atau transaksi. Artinya, orang yang sekadar percaya atau 

menjalankan ritual pribadi tidak otomatis dipidana.
45

 

 Ketua Dewan Pengawas YLBH Catur Bhakti sekaligus praktisi hukum, 

Hendra J Kede, menilai ketentuan tersebut sebagai babak baru dalam hukum 

pidana Indonesia. Menurutnya, untuk pertama kalinya hukum positif membuka 

ruang pemidanaan terhadap praktik santet yang selama ini sulit dijerat. Hendra 

juga menyebutkan selama ini kendala utamanya adalah pembuktian. Walaupun 

sulit membuktikan wujud materiil santet, Pasal 252 ini merupakan delik formil.
46

 

 Ia menjelaskan, sebagai delik formil, penegakan hukum tidak lagi 

bergantung pada pembuktian akibat atau dampak santet. Aparat penegak hukum 

cukup membuktikan bahwa perbuatan menawarkan atau melakukan praktik santet 

benar-benar terjadi. Dengan kontruksi tersebut, kata Hendra, aparat penegak 

hukum tidak perlu masuk ke wilayah pembuktian metafisik yang selama ini tidak 

dikenal dalam hukum acara pidana.
47
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 Menurutnya, pendekatan ini diharapkan dapat menekan praktik 

perdukunan santet kedepan karena fokus hukum diarahkan pada perbuatan, bukan 

pada hasil yang bersifat gaib. Hendra menambahkan, di tengah dunia yang tengah 

bergulat dengan regulasi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Indonesia 

justru membuka lembaran baru hukum pidana untuk perkara yang selama ini 

dianggap tak kasat mata. Tantangannya, kata dia, adalah memastikan pembuktian 

dilakukan secara rasional tanpa mengubah ruang sidang menjadi arena mistik.
48

 

 Delik formil merupakan suatu rumusan tindak pidana yang berfokus pada 

tindakan yang diancam dan dilarang oleh Undang-Undang tanpa memeriksa 

akibat dari tindakan tersebut.
49

 Tindak pidana santet sebagaimana diatur dalam 

Pasal 252 KUHP hanya memuat larangan terhadap perbuatan berupa menyatakan 

diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, 

menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain bahwa karena 

perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan.
50

 

 Dalam rumusan pasal tersebut tidak dicantumkan unsur akibat yang benar-

benar terjadi pada korban, misalnya apakah korban benar-benar sakit atau 

meninggal dunia. Dengan demikian, perbuatan tersebut telah dianggap selesai dan 

dapat dipidana sejak tindakan menawarkan atau mengklaim kemampuan santet itu 

dilakukan, sehingga termasuk ke dalam delik formil. Sedangkan delik materil 
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merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang 

diancam dan dilarang oleh Undang-Undang.
51

 

 Apabila tindak pidana santet dirumuskan sebagai delik materil, maka yang 

dilarang bukan hanya perbuatannya, melainkan juga akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan tersebut. Artinya, seseorang dapat dipidana apabila terbukti 

perbuatannya menimbulkan akibat tertentu. Seperti menyebabkan orang lain sakit, 

menderita, atau meninggal dunia. Dengan demikian, unsur akibat menjadi syarat 

untuk menyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Tanpa adanya akibat 

yang nyata dan dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dinyatakan 

sebagai tindak pidana, sehingga masuk kepada delik materil.
52

 

 Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa delik formil tidak 

dibutuhkan adanya akibat karena terjadinya aksi pidana, maka telah dinyatakan 

bahwa tindak kejahatan telah terjadi. Sedangkan pada delik materil, aksi pidana 

diputuskan terjadi apabila telah ada akibatnya.
53

 Konsep Pasal 252 menurut 

doktrin hukum pidana termasuk sebagai delik formil, karena penekanannya pada 

perbuatannya (kelakuannya) seseorang, tidak pada akibat pada perbuatan tersebut. 

Apabila seseorang telah berbuat seperti yang disebutkan, dikategorikan telah 

melakukan delik dan memenuhi unsur delik. Meskipun tidak melahirkan apapun 

dari perbuatan tersebut. 

 Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa 

seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang 

santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan 
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dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila semua perbuatan telah 

memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana tersebut 

adalah tindak pidana.
54

 

 Mengkriminalisasi tindakan santet umumnya diarahkan untuk menghindari 

penipuan yang merajalela di kalangan masyarakat, yang sering kali dilakukan oleh 

individu yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural untuk membantu 

dalam tindak kejahatan (seperti dukun yang tidak autentik). Ini juga bertujuan 

untuk menghalangi masyarakat dari menggantungkan harapan pada mereka yang 

mengaku bisa menggunakan kekuatan gaib untuk tujuan kriminal, serta untuk 

mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap mereka yang diduga memiliki 

kekuatan tersebut. Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan untuk mendorong 

pemikiran yang lebih rasional, objektif, dan berbasis ilmu pengetahuan di antara 

masyarakat, guna mendukung perkembangan dan kemajuan negara.
55

 

 Jika melihat penjelasan pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 

tentang KUHP, Raka berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud 

untuk menanggulangi praktik vigilante (upaya mencari keadilan di luar jalur 

hukum), yang melakukan presekusi atau main hakim sendiri oleh masyarakat, 

kepada seseorang yang di tempat tersebut mungkin ada yang menjadi dukun dan 

praktik dukun tersebut dianggap mengganggu ketentraman masyarakat setempat. 
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Ketentuan hukum ini munacul karena pembentuk undang-undang khawatir bila 

terjadi hal tersebut akan menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat.
56

 

 Lebih lanjut Raka berpendapat bahwa sudah tepat pasal ini ada didalam 

KUHP Baru, untuk mempertegas bahwa negara harus hadir untuk memberikan 

penyelesaian secara hukum. Ketentuan pidana ini sangat diperlukan guna 

memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum, terutama aparat kepolisian 

untuk segera melakukan penegakan hukum bila diduga terjadi tindak pidana 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru.
57

 

 Ketentuan pidana ini juga menjadi penting untuk dapat mendidik dan 

melindungi masyarakat dari praktik-praktik dukun palsu yang dianggap tidak 

rasional yang juga dapat berpotensi merugikan masyarakat sekaligus memberikan 

hak atau kesempatan kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk dapat diadili 

menggunakan sarana atau sistem hukum yang lebih bermartabat dibandingkan 

dengan dihakimi oleh masyarakat atau dipersekusi.
58

 

 Ketentuan peraturan hukum terkait tindak pidana santet yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tidak hanya untuk menghukum pelaku 

santet, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum 

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan 
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dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, konpensasi, pelayanan 

medis, dan bantuan hukum. 

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun. 

 Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
59

 

Dalam konteks tindak pidana santet, hukum berperan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat atas haknya dari segala bentuk perbuatan yang berpotensi 

menimbulkan keresahan, ketidakamanan, maupun kerugian, sehingga pemenuhan 

hak atas rasa aman dan ketertiban tetap terjaga. 

 Ketentuan pidana ini sangat diperlukan guna memberikan kewenangan 

bagi aparat penegak hukum, utamanya aparat kepolisian untuk segera melakukan 

penegakan hukum bila diduga terjadi tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru. Ketentuan pidana ini juga menjadi 

penting untuk dapat mendidik dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik 
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dukun palsu yang dianggap tidak rasional yang juga dapat berpotensi merugikan 

masyarakat sekaligus memberikan hak atau kesempatan kepada pelaku tindak 

pidana tersebut untuk dapat diadili menggunakan sarana atau sistem hukum yang 

lebih bermartabat dibandingkan dengan dihakimi oleh masyarakat atau 

dipersekusi.
60

 

B. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Yang Ditimbulkan Dari 

Pemberlakuan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam 

 Selama ini praktik santet dianggap sebagai fenomena mistis yang sulit 

disentuh hukum. Pasal ini dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum dan 

merespons kepercayaan masyarakat terhadap hal mistis yang merugikan. Sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP disahkan praktik santet 

hanya dilihat sebagai perbuatan gaib yang tidak dapat dipidana. Lalu pemerintah 

membuat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(RUU KUHP) dan lahirlah Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi korban. 

 Menurut Ronny Nitibaskara, santet atau tenung termasuk dalam sorcery 

(ilmu tenung) atau witchcraft (ilmu sihir) dimana keduanya termasuk dalam ilmu 

hitam. Tenung maupun sihir dikatakan ilmu hitam karena motif, ataupun tujuan 

penggunaannya yang pada umumnya memiliki sifat menyakiti dan merugikan. 

Lalu, santet juga merupakan teori bahwa benda dengan molekul padat seperti 

paku atau berbagai hal lain bisa diubah menjadi bentuk energi yang tidak 
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kelihatan (dematerialisasi) untuk kemudian diubah lagi menjadi benda padat 

setelah terkirim atau sampai pada seseorang yang dituju.
61

 

 Secara garis besar, pasal ini memuat ketentuan bahwa orang yang 

mengaku punya kekuatan gaib atau menawarkan jasa berdasarkan klaim tersebut 

dapat dipidana. Pidana dapat ditambah jika tindakan tersebut dilakukan untuk 

mencari keuntungan atau dijadikan mata pencaharian. Pembuktian tidak harus 

menunggu bukti nyata bahwa santet benar-benar bekerja, cukup unsur klaim dan 

tawaran saja. Para pakar hukum menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk 

mengurangi praktik penipuan yang sering menyertai klaim kekuatan gaib dan 

untuk mencegah konflik sosial serta tindakan main hakim sendiri yang kerap 

muncul di masyarakat ketika isu santet muncul. 

 Bahkan, sebelum adanya aturan ini, praktik semacam itu sulit dijerat 

karena tidak ada payung hukum yang jelas. Namun demikian, tidak sedikit pula 

pihak yang mempertanyakan bagaimana pembuktian di pengadilan akan 

dilakukan, sebab unsur kekuatan gaib tidak bisa diukur dengan alat bukti umum. 

Perdebatan ini mencerminkan tantangan hukum modern ketika berhadapan 

dengan kepercayaan budaya yang kuat di masyarakat.
62

 

 Kausalitas dalam bahasa Arab berasal dari kata al-sabab yang berarti asal 

(karena), mula, lantaran (hal yang menyebabkan sesuatu). Akibat juga berasal dari 

bahasa Arab 'aqibah yang berarti akhir atau akibat dari sesuatu. Istilah lain dari 
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sebab dan akibat adalah al-sabab wa al-musabab. Dalam filsafat, istilah sebab 

adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan sesuatu dan bersifat eksternal 

dan memberikan jejak pada makhluk tersebut. Kausalitas dalam bahasa Inggris 

adalah causality yang secara etimologis berasal dari bahasa latin “cause” yang 

berarti sebab atau “causalis” yang termasuk dalam masalah. Istilah dalam Al-

qur'an yang mewakili makna kausalitas adalah sebab.
63

 

 Memahami kausalitas adalah sebab akibat akan suatu hal. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kausalitas adalah perihal kausal atau 

perihal sebab akibat. Secara etimologi, kausalitas adalah berasal dari kata causa 

yang artinya sebab.
64

 Ajaran Kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan 

hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari 

suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai 

suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah 

melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut 

hukum pidana.
65

 

 Ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang 

penting dalam ajaran kausalitas adalah perbedaan antara delik formal dan delik 

material. Yang dimaksud dengan delik formal adalah delik yang dianggap selesai 

dengan dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu 

hukuman. Sedangkan tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
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dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu 

secara tegas disebutnya wujud perbuatan tertentu yang terlarang.
66

 

 Tindak pidana formal, kriterianya ialah pada perbuatan yang dilarang 

tersebut. Apabila perbuatan terlarang selesai dilakukan, maka selesai pulalah 

tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. 

Delik Materiil adalah delik yang telah di anggap selesai dengan ditimbulkannya 

akibat yang dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak 

pidana materiil adalah tindak pidana yang di rumuskan dengan melarang 

menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang. Titik beratnya larangan pada 

menimbulkan akibat terlarang.
67

 

 Dalam ranah hukum, kausalitas berfungsi sebagai prinsip fundamental 

dalam menentukan tanggung jawab hukum. Prinsip ini digunakan untuk 

menghubungkan tindakan terdakwa dengan kerugian atau kerusakan yang diderita 

oleh penggugat.
68

 Misalnya, dalam kasus santet, harus dibuktikan bahwa tindakan 

terdakwa benar-benar menyebabkan timbulnya akibat pada korban, seperti sakit 

atau penderitaan tertentu, meskipun dalam praktiknya pembuktian hubungan 

sebab akibat tersebut sangat sulit dilakukan secara rasional dan empiris. 

 Perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk 

dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah 

pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan 

datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang 
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bersifat preventif (pencegahan). Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal 

perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Baru tersebut, hanya bertujuan untuk 

mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya 

korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. 

 Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib 

tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang 

menyaksikan pernyataan seseorang tersebut. Pembuktian dalam delik formil 

adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan 

dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya 

sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan 

jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila 

perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak 

pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.
69

  

 Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau 

dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu 

gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian 

masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan 

seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering disalahgunakan 

sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan 

hilangnya nyawa seseorang. 

 Santet merupakan sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan 

hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut KUHP yang sekarang berlaku, 
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bahwa perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai 

kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya 

santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. 

 Namun santet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks 

karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern. Filosofi 

santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan 

dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, 

namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam 

hal pembuktiannya.
70

 

 Kriminalisasi terhadap perbuatan santet dengan cara menyatakan diri 

memiliki kemampuan gaib, sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang 

nomor 1 tahun 2023, pada dasarnya dimaksudkan sebagai langkah perlindungan 

bagi masyarakat agar tidak kembali menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Pasal 252 Undang-Undang nomor 1 

tahun 2023 yang dikriminalisasi bukan hanya pembuktian bahwa seseorang 

melakukan santet, tetapi orang yang menawarkan atau mengklaim bahwa dirinya 

memiliki kekuatan gaib yang membuat keresahan ataupun kerugian di 

masyarakat.
71

 

 Akibat yang ditimbulkan dari Pasal 252 Undang-Undang nomor 1 tahun 

2023 yang sudah berlaku membuat perlindungan hukum yang bersifat preventif 
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yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lain yang dapat timbul, 

seperti penipuan yang berkedok “orang pintar”, pemerasan, hingga tindakan 

pembunuhan. Sehingga pelaku dapat dipidana melalui pengaturan yang sudah 

diberlakukan.
72

 

 Selain itu, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menekan kemungkinan 

terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap individu yang 

dituduh sebagai dukun atau penyihir. Ditambah dengan tantangan dalam aspek 

pembuktian yang sulit dibuktikan oleh aparat penegak hukum karena delik ini 

sangat bergantung pada pengakuan atau pelaku yang mengklaim bahwa dirinya 

memiliki ilmu gaib, sehingga sulit dibuktikan secara empiris maupun ilmiah di 

persidangan.
73

 

 Menetapkan hubungan sebab-akibat dalam konteks tindak pidana santet 

merupakan hal yang sangat kompleks dalam ranah hukum. Hal ini disebabkan 

oleh sulitnya membuktikan secara rasional adanya keterkaitan langsung antara 

perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Rantai sebab-akibat dalam 

kasus santet sering kali melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat diukur secara 

empiris, seperti kepercayaan, kondisi psikologis korban, maupun kemungkinan 

adanya penyebab lain yang bersifat medis atau alamiah.
74

 

 Dalam situasi demikian, menjadi sulit untuk menentukan peristiwa mana 

yang benar-benar menjadi penyebab timbulnya kerugian atau penderitaan. Oleh 

karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 

pengaturan mengenai santet lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku (seperti 
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menawarkan jasa santet) daripada pembuktian akibat yang ditimbulkan. Untuk 

mengatasi permasalahan santet ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang diperbarui menyertakan peraturan penting terkait praktik santet.
75

 

 Dalam bagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ini, terdapat ketentuan yang memberikan 

ancaman sanksi pidana yang tegas bagi individu yang mengklaim sebagai dukun 

santet. Jika seseorang percaya bahwa ia memiliki ilmu gaib dan menawarkan 

layanan untuk mencelakai orang lain, ia bisa dihukum penjara. Penjara yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ini adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan. Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
76

 

 Dalam hukum Islam, praktik santet tidak hanya dianggap sebagai tindakan 

yang bertentangan dengan akidah tetapi juga dapat merusak harmoni sosial. 

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah 

SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk mengatur 

seluruh aspek kehidupan umat manusia.
77

 Hukum Islam adalah suatu sistem 

hukum di dunia yang sumber utamanaya adalah wahyu Allah, sehingga 

mempunyai konskuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak untuk itu 

hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu 
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(syari„ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang 

kedua inilah yang lebih banyak. 

 Dalam kaitannya dengan konteks ke-Indonesiaan hukum Islam bisa 

dimaknai dalam perspektif fikih (amali) dan Qonun atau Taqnin yang merupakan 

peraturan-peraturan yang disahkan oleh otoritas pemerintah yang berpedoman 

pada Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.
78

 Sebagai 

bentuk sihir, santet dikategorikan sebagai tindakan zhulm (kezaliman) yang 

mengganggu kehidupan individu lain. Syariah melarang tindakan ini karena 

bertentangan dengan prinsip la dharara wa la dhirara (tidak boleh ada mudarat 

dan tindakan saling merugikan) sebagaimana dijelaskan dalam
79

 hadis Rasulullah 

SAW.
80

 

 Selain itu, sanksi terhadap pelaku santet dalam hukum Islam sering kali 

disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari hukuman 

ta’zir (diserahkan kepada keputusan hakim) hingga hukuman hadd (hukuman 

yang ditetapkan oleh Allah) jika terkait dengan pelanggaran akidah. Di Indonesia, 

meskipun santet sulit dibuktikan secara empiris, pendekatan hukum Islam dapat 

memberikan landasan normatif untuk menangani kasus ini, terutama melalui 

penguatan edukasi akidah agar masyarakat terhindar dari praktik syirik. Dengan 
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demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman kepada pelaku, tetapi 

juga memberikan solusi preventif melalui pendidikan keagamaan dan dakwah.
81

 

 Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan melalui pendidikan 

agama yang lebih kuat di masyarakat sangat penting untuk mengurangi 

kepercayaan pada praktik-praktik seperti santet. Masyarakat harus diajarkan untuk 

selalu bertawakal kepada Allah, tidak bergantung pada kekuatan selain-Nya, dan 

memahami bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah takdir yang sudah 

ditentukan oleh Allah. Hukum Islam memberikan landasan yang jelas dalam 

mencegah praktik-praktik syirik dan memastikan masyarakat tetap menjaga 

kesucian akidah mereka.
82

 

 Sudut pandang Al-Quran tentang Sihir dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 

ayat 102 tentang sihir. Dalam Al-Qur‟an tidak kurang dari 30 ayat yang berbicara 

mengenai sihir. Diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Yang 

menjadi aras telaah mengenai sihir dalam pandangan Al-Qur‟an ini. Bunyi 

ayatnya sebagai berikut:
83

 

ب تتٍَُْٛا اٌشَّيٰطِ  َِ ا  ْٛ اتَّجعَُ َٚ َِ َٚ حْزَ  َْ إٌَّبصَ اٌظِّ ْٛ ُّ ا يعٍَُِّ ْٚ َٓ وَفَزُ يٰطِيْ َّٓ اٌشَّ ىِ ٌٰ
َٚ  ُٓ ّٰ ب وَفَزَ طٍُيَْ َِ َٚ  ََۚٓ ّٰ ٍْهِ طٍُيَْ ُِ  ٝ ٍٰ ُٓ عَ بٓ يْ

 ُٓ ب َٔحْ َّ َّٔ لََٓ اِ ْٛ ْٓ احََدٍ حَتّٰٝ يمَُ ِِ  ِٓ ّٰ ٍِّ ب يعَُ َِ َٚ دََۗ  ْٚ برُ َِ َٚ دَ  ْٚ َ٘برُ  ًَ ِٓ ثجَِبثِ ٍىََيْ َّ ٌْ ْٔشِيَ عٍََٝ ا َْ فِ  اُ ْٛ ُّ تَْٕخٌ فلَََ تىَْفزَُْۗ فيََتعٍَََّ

 َِۗ ّّٰٰ ِْ ْٓ احََدٍ الََِّ ثِبِِْ ِِ  ٖٗ َٓ ثِ يْ ُْ ثِضَبۤرِّ ُ٘ ب  َِ َٚ  َۗ ٖٗ جِ ْٚ سَ َٚ زْءِ  َّ ٌْ َٓ ا ٖٗ ثيَْ َْ ثِ ْٛ لُ ب يفَُزِّ َِ ب  َّ ُٙ ْٕ لََ ِِ َٚ  ُْ ُ٘ ب يَضُزُّ َِ  َْ ْٛ ُّ يتَعٍَََّ َٚ  

ِٓ اشْتَ  َّ ا ٌَ ْٛ ُّ ٍِ ٌمََدْ عَ َٚ  َُْۗ ُٙ فَعُ ْٕ َْ يَ ْٛ ُّ ا يعٍََْ ْٛ ْٛ وَبُٔ ٌَ َُْۗ ُٙ ْٔفظَُ ٓ اَ ٖٗ ا ثِ ْٚ بشَزَ َِ ٌجَئِضَْ  َٚ ْٓ خَلََقٍَۗ  ِِ خِزَحِ  ٗٗ فِٝ الَْٰ ب ٌَ َِ ٢٠١۝ زٰىُٗ   
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“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan 

Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka 

mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat 

di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan 

sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah 

fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka 

mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara 

seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang 

dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang 

mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka 

benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) 

itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali 

perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-

nya).” 

 Dalam ayat 102 ini Allah SWT menjelaskan bahwa dalam usaha mereka 

untuk mengacaukan ajaran islam, mereka berusaha menyebarkan “sihir”, yang 

mereka pelajari dari nenek moyang mereka sejak zaman nabi Sulaiman. Mereka 

menganggap, bahwa “sihir” itu adalah ajaran Nabi Sulaiman. Mereka-mereka 

tersebut adalah: “orang-orang yahudi, mengikuti sihir yang dibacakan oleh setan 

dimasa Sulaiman Putra Daud. Meskipun mereka tahu, bahwa yang demikian itu 

sebenarnya salah. Mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman yang menghimpun 

kitab yang mengandung sihir, dan menyimpan dibawah tahtanya, kemudian 

dikeluarkan dan disiarkan. Dugaan serupa itu adalah suatu pemalsuan dan 
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perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebenarnya mereka hanya 

menghubung-hubungkan sihir itu pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak 

mengajarkan atau mempraktekkan sihir karena beliau mengetahui bahwa 

perbuatan yang demikian itu termasuk mengingkari Tuhan.
84

 

 Allah mencela perbuatan sihir dan memasukkan orang yang mengerjakan 

perbuatan sihir itu kedalam golongan yang memilih perbuatan sesat. Dan Allah 

mengatakan diakhir kelak mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan 

sedikitpun. Lebih jauh Allah SWT menjelaskan bahwa sihir yang mereka kerjakan 

itu sangat jelek. Allah menggambarkan orang yang memilih perbuatan sihir 

sebagai kesenangan itu seperti orang yang menjual iman dengan kesesatan 

gambaran serupa ini gunanya untuk menyingkap selubung mereka, agar supaya 

kesadarannya dapat terbuka dan mengetahui bahwa manusia itu diciptakan Allah 

untuk berbakti kepada Allah. Dari keterangan ayat 102 Al-Baqarah tersebut, dapat 

dipahami bahwa Al-Qur‟an sangat tegas melarang praktek sihir, yang pada 

pangkalnya dapat membahayakan jiwa orang lain, sasaran korbannya.
85

 

 Dengan demikian jelaslah, bahwa sihir merupakan suatu ilmu seperti 

halnya ilmu-ilmu lain yang mempunyai dasar pijahan. Sementara Al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasul mencela orang yang mempelajarinya. Menurut Ibn Hajar, Firmah 

Allah: “Sesungguhnya hanya cobaan (bagian), sebab itu janganlah kamu kafir 

(Q.S. Al-Baqarah 2: 102). Ayat tersebut menunjukkan bahwa mempelajari sihir 

adalah perbuatan kafir.
86
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 Pada dasarnya, sihir sebagai ilmu tidak tercela, tetapi karena akibatnya 

memberi mudarat, maka jadi tercela. Oleh sebab itu, orang yang mempelajari sihir 

hanya untuk ingin tahu, bukan untuk dipraktekkan, pada mulanya tidaklah tercela. 

Namun karena merupakan (perantara) kepada kejahatan, sihir menjadi ilmu yang 

buruk, tercela, dan tidak boleh dipelajari. Pasal 252 KUHP 2023 merupakan pasal 

berdelik  formil. Tanpa ada akibat maka seseorang yang melakukan tindak pidana 

tercantum pada pasal tersebut maka dapat dijatuhi hukuman, adapun unsur yang 

terkandung dalam pasal atau bestandeel delictnya ialah: 

       a. Menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi 

harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain karena 

akan perbuatannya dapat mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. 

        b. Pada ayat (2) adalah pemberatan hukuman bagi yang melakukan perbuatan 

pada ayat (1) bagi siapa yang menjadikan perbuatan itu pekerjaan maka 

pidananya ditambah sepertiga. Diadakannya pasal ini dikarenakan dahulu 

tidak benar-benar dipastikan bahwa santet atau keilmuan sihir sebagai 

delik pidana dengan fakta itu seseorang yang memiliki keilmuan sihir 

tersebut dengan tenangnya menawarkan jasa ke publik, hal ini yang 

memotivasi pemerintah untuk mencantumkan pasal kriminalisasi santet. 

Serta pencegahan akan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap 

pelaku santet.
87
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C. Perbandingan Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Santet Yang 

Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Hukum Pidana 

Islam 

 Perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari 

perbedaan dan persamaan sistem hukum di berbagai negara. Perbandingan hukum 

merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dinamika sistem hukum 

yang ada dan berkembang di dunia.
88

 Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya 

“Capita Selecta Perbandingan Hukum” (1982), menyatakan: “Perbandingan 

hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, 

sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang.”
89

 

 Perbandingan antara ketentuan hukum mengenai tindak pidana santet 

dalam sistem hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam menunjukkan 

adanya perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi normatif maupun dasar 

filosofisnya. Dalam hukum positif, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 

252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan mengenai 

santet tidak secara langsung menghukum orang yang memiliki ilmu gaib, 

melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan menawarkan jasa atau 

menyatakan diri memiliki kemampuan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, 

penderitaan, atau kematian terhadap orang lain. 

 Dengan demikian, ketentuan ini dikategorikan sebagai delik formil. Hanya 

dengan menawarkan jasa tersebut seseorang yang melakukannya sudah bisa 
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dianggap melakukan tindak pidana, tanpa harus dibuktikan terlebih dulu akibat 

nyata yang timbul pada korban. Dalam hal ini pelaku dapat dikenai sanksi pidana 

berupa pidana penjara dengan batas maksimum tertentu sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam KUHP baru. Pendekatan hukum positif ini pada dasarnya lebih 

menitikberatkan pada aspek pembuktian perbuatan yang dapat diverifikasi secara 

rasional dan empiris, mengingat praktik santet berkaitan dengan unsur 

kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang sulit dibuktikan secara ilmiah dalam 

sistem pembuktian hukum. 

 Dalam Hukum Islam sihir merupakan perbuatan mistis dan ajaib yang 

digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal, pemikat, memisahkan 

hubungan rumah tangga, bahkan mencelakai orang lain. Sihir atau santet dalam 

ajaran agama Islam, bagaikan penumpang gelap, penuh misteri berwatak jahat, 

supernatural dan juga ghaib. Sihir merupakan tindakan atau perbuatan tercela 

yang dilakukan dengan kekuatan supranatural melalui guna-guna, mantra atau 

jampi-jampi untuk tujuan tertentu. Pandangan Islam sangat keras bahwa ilmu sihir 

atau santet masuk ke dalam kategori dosa besar yang menyekutukan Allah Swt. 

yaitu syirik.
90

 

 Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya 

adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konskuensi atau pertanggungjawaban 

di akhirat kelak Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung 

berasal dari wahyu (syari„ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para 
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mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak. Dalam kaitannya dengan 

konteks ke-indonesiaan hukum Islam bisa dimaknai dalam perspektif fikih (amali) 

dan Qonun atau Taqnin yang merupakan peraturan-peraturan yang disahkan oleh 

otoritas pemerintah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta sumber-

sumber hukum Islam lainnya. Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal (tempat 

pengambilan) Hukum Pidana Islam. Sumber hukum pidana Islam berasal dari Al-

Qur‟an, As-Sunnah, Ijma‟, Qiyas, Ijtihad: 

 a. Al-Quran 

  Al-Qur‟an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di 

dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara 

terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam 

syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. Al-

Qur‟an merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang 

sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri’ yang pokok (primer). Bukti 

yang menyatakan bahwa Al-Qur‟an sumber hukum dan dalil yang utama 

dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an.
91

 

  Al-Qur‟an secara tegas melarang praktik sihir sebagaimana 

tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102, yang menjelaskan bahwa sihir 

merupakan perbuatan yang menyesatkan dan dapat membawa mudarat 

bagi manusia. Larangan tersebut menunjukkan bahwa santet dalam 

perspektif hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran 

akidah (kesyirikan), tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan orang 
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lain dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan 

santet dapat dikualifikasikan sebagai jarimah, khususnya dalam kategori 

ta’zir, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh 

penguasa demi kemaslahatan umum.
92

 

  Dinamakan dengan nama “al-Qur‟an” karena Al-Qur‟an 

merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan 

dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Qiyamah [75] ayat 17: 

 َۚٗٗ لزُْأَٰ َٚ  ٗٗ عَ ّْ َّْ عٍَيََْٕب جَ ٢٠۝ اِ  

 “Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan 

membacakannya”
93

 

  Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah 

dipahami. Tidak seperti kitab filsafat, yang cenderung untuk menggunakan 

simbol-simbol dan penjelasan yang sulit, tidak pula seperti kitab sastra 

yang menggunakan perlambang-perlambang, yang berlebihan dalam 

menyembunyikan substansi, sehingga sulit dipahami akal. Allah SWT 

menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, hukum-

hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasianya dapat dipahami, serta 

ayat-ayatnya dapat ditadabburi. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan 
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Al-Quran dengan jelas dan memberi penjelasan, tidak samar dan sulit 

dipahami.
94

 

 b. As-Sunnah 

  Sunnah, dalam pandangan syi’ah ialah “segala sesuatu, baik berupa 

perkataan, perbutan dan juga penetapan, yang datangnya dari Nabi SAW 

dan keluarganya, atau datangnya dari seseorang yang ma‟shum‟, atau 

sebagian yang lain mendefinisikan dengan “perkataan seseorang yang 

baginya tidak diperbolehkan berbohong melakukan kesalahan. Atau juga 

perilaku, dan penetapannya. Yang bukan termasuk al-Qur‟an.
95

 

 c. Ijma’ 

  Ijma’ menurut bahasa ialah “sepakat atas sesuatu”. Tolak pangkal 

perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran 

dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat ijma’ maka harus ditaati, 

karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai 

dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak
96

 menyimpang 

dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena ijma‟ bukan merupakan 

aturan hukum yang berdiri sendiri.
97

  

 d. Qiyas 
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  Kita tidak menemukan perintah yang sifatnya eksplisit di dalam 

Al-Quran atau dari Nabi SAW untuk menggunakan qiyas. Namun 

kebanyakan ulama menggunakan qiyas dengna dasar perintah untuk 

mengambil pelajaran (i‟tibar) atau perintah untuk berijtihad:
98

 

  1) Perintah Mengambil I‟tibar 

اَو ٰفت تاٰ ع ٌبمىَُبَ َم َِ   ْٰ م بْ باَ َُ  و

 “maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – 

orang yang mempunyai pandangan”. (QS. Al-Hasyr: 2)
99

 

  Sebab turun ayat ini tentang hukuman Allah terhadap 

Yahudi Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap 

Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam 

menjadikan kisah ini sebagai i‟tibar (pelajaran). Mengambil 

pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk 

qiyas.
100

 

 2) Perintah Kembali kepada Allah dan Rasul 

م هُب ََشب  وبَ ْٰ و و ع ستاََ يََّتاو وِاب ُٰ يََّتاو َِۗب  وب ُٰ وب َۚتاَنب  اب وتاٰ ع و فع باَفٰ  اب َُ ىَُتمَ  ٌبمٰعَ  اٰسَكتمَُ  و َْ  ٌٰيَ  ُبسبم ب  ٌبفت   بيَ

َۚتاَنٰ  َِٰۗ  وٰ بع ُاَُوت  و فع تَسَُتمَ  وعَٰ  اب وَ يباَاٰ  اٰملَلّٰ  ُتنَاٰستاَعب   رٰفَٰ  اب ِ َُ يَفِ  ذِٰ لب  و وب  رب ََلَ  دَربشت اع  ُࣖبلاَٰ

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
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pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan 

Rasul.” (QS. An-Nisa : 59).
101

 

 3) Perintah Ikut Istimbath 

وٰذبو تَمَ  اب بْ مِّ بْ شب  وباَفِ   باَشٰ  اُٰ َُ ْٰ  وباٰ  و اَ بْ ُاَُوت  اب باَ  اٰهَِ  وبذبوىتاَو وَ  بْ َۚتاَنٰ  وٰ بع  وِٰ َع و فع باَفٰ  وتاٰ ع اب َُ   و

مَ  هت  اٰسَهت بْ ْٰ ََشب   بَّب ْٰ َطٰتاَلبهَ  و ع مََ  َبرَُبسَط بُ  اٰسَهت ْبيَكتمَ  َِٰۗ  ٌبنَبت  اب باَ بْ  ىب ُتهَ اب بْ بََُّتمت  دَ ُعَ بُ عُ  و نعيَطِشب   ْٰيَلَ  وٰ  ِّب

 “Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri 

(ulama) di antara mereka, tentulah orangorang yang melakukan 

istimbath dapat mengetahuinya.” (QS. An-Nisa : 83)
102

 

  Disini ada istilah istimbath, yaitu melakukan penggalian 

lebih dalam, tidak sebatas apa yang tersurat dalam zahir nash, 

tetapi juga sampai ke hukum-hukum apa yang terkandung di 

dalamnya secara tersirat. Istimbath atau penggalian yang lebih jauh 

mendalam inilah yang dimaksud dengan melakuan qiyas. Dimana 

kasusnya memang tidak tersurat secara terang dalam nash Al-

Quran, namun ternyata kalau digali lebih dalam, akan didapat „illat 

hukum yang menjadi essens. Lalu essens inilah yang bisa dijadikan 

hukum bagi kasus-kasus lain yang belum
103

 termuat teksnya di 

dalam Al-Quran.
104

 

 4) Perintah Mengganti Dengan Yang Setara 

شَ  اب بهَ  اب بْ حوَ اٰسَكتمَ  ِّبُ ُْٰ ِْ  اُُبَّب و زبِّ َْبت  ٌبءب م اُٰ ببب  اب  و سعَّبمٰ  اٰشب  ِّبُ
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 “Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka 

dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak setara dengan 

buruan yang dibunuhnya.” (QS. Al-Maidah : 95). 

  Meski ayat ini bicara tentang larangan membunuh hewan 

bagi yang sedang ihram, namun Al-Imam Asysyafi‟i di dalam kitab 

Al-Umm menegaskan bahwa ada kandungan pelajaran dalam ayat 

ini untuk mengganti dengan yang setara dengan hewan yang 

dibunuhnya. Maka ini juga merupakan isyarat atas 

diberlakukannya qiyas dalam hukum. 

 5) Perintah Untuk Belaku Adil 

فت  َِۗب  وٰعع  دَربمعٰ  اٰمَ َّبحَنٰ  َبلاَت ٰ َُ و اٰ  اب ََُبمِّ وٰ َبسَهِع وَ َتفَاِع ذٰذ اب ْٰ  ىبشٰ  اب سَكبفٰ  وَ ربَِّنبمِّ تْ وَ  َْيٰ  اب وَ َب  اب

اَعب   بَّبْعكتمَ  َبَّٰكتكتمَ   عَفت ب  ُبْ

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

(QS. An-Nahl : 90).
105

 

 6) Perumpamaan dan Perbandingan Dalam Al-Quran 

  Di dalam Al-Quran kita menemukan perumpamaan dan 

perbandingan yang banyak jumlahnya, bertabur di sepanjang awal 
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surat hingga akhir. Semua itu tidak lain adalah dasar dari 

penggunaan qiyas juga.
106

 Intinya kita diperintah untuk melihat 

perumpamaan dan perbandingan-perbandingan yang ada pada 

ciptaan Allah, sebagaimana kita diperintah untuk melakukan 

perbandingan antara kasus yang ada teks ayatnya dengan yang 

tidak ada teksnya, karena adanya unsur kesamaan antara 

keduanya.
107

 

 e. Ijtihad 

  Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti 

bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan 

(jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam 

berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh.
108

 

 Bila dalam KUHP Baru hukuman yang diberikan kepada orang yang 

melakukan tindak pidana santet adalah di penjara ataupun dikenakan denda, maka 

dalam hukum Islam pelaku tindak pidana santet dikenakan sanksi berupa ta‟zir. 

Dalam hukum pidana Islam, ta'zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas 

pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Al-Qur'an 

atau hadis. Secara etimologis ta„zīr berarti menolak dan mencegah. Ta‟zir secara 

bahasa adalah al-man’u yang bermakna melarang atau mencegah. Ta‟zir juga 

bermakna al-naṣrah (pertolongan), karena pihak yang menolong akan 

                                                      
 

106
 Ibid. 

 
107

 Idem., halaman. 19. 

 
108

 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: Magnum 

Pustaka Utama, 2019), halaman. 11. 



60 
 

 

menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang 

ditolongnya.
109

 

 Adanya jarimah ta‟zir berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari 

melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Hukum 

Pidana Islam dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai pegangan dari 

para hakim dalam proses putusan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara para 

hakim dapat berkeyakinan pada hukum Islam atau bahkan menempatkan hukum 

Islam menjadi bagian dari ilmu hukum sekaligus materi hukum atau teori-teori 

dalam hukum tindak pidana materil.
110

  

 Pelaksanaan hukuman ta‟zir menjadi hak penguasa negara dan wakil yang 

ditunjuk, atau hakim, karena pemerintah atau hakim yang mempunyai tugas itu, 

mempunyai pengetahuan tentang itu, mempunyai pengalaman melaksanakan itu, 

sehingga dikatakan pelaksanaan hukuman ta‟zir di tangan pemerintah atau di 

tangan hakim. Itulah sebabnya dikatakan jarimah ta‟zir merupakan kewenangan 

hakim. Karena hakimlah menentukan suatu masalah yang diajukan kepada dan dia 

yang menetapkan masalah itu bisa masuk ranah hukum atau tidak. 

 Disamping itu hukuman ta‟zir juga disebut hak masyarakat sehingga 

hukuman ini bisa dilaksanakan oleh wakil rakyat. Hakim dalam melaksanakan 

hukuman ta‟zir lebih dominan adalah ijtihad hakim terhadap pelaksanaan 
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kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat, maka hakimlah yang 

menentukan hukumannya.
111

  

 Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang praktik santet atau sihir dari 

perspektif yang berbeda secara fundamental. Dalam hukum Islam, santet 

dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat tercela karena mengandung unsur 

kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan memanfaatkan kekuatan selain 

dari-Nya. Oleh karena itu, praktik santet tidak hanya dipandang sebagai 

pelanggaran terhadap norma hukum semata, tetapi juga sebagai perbuatan syirik 

terhadap prinsip akidah dan moralitas dalam Islam. 

 Menurut pandangan ulama, pelaku sihir dapat dikenakan sanksi yang 

berat, bahkan bisa di hukum mati atau qishash, terutama apabila perbuatannya 

bisa membuat penderitaan, kerugian dan kematian pada korbannya. Hal ini sudah 

ditegaskan dalam hukum Islam yaitu untuk melindungi agama (hifz al-din), jiwa 

(hifz al-nafs), serta ketertiban masyarakat, sehingga segala bentuk praktik yang 

berpotensi merusak akidah dan membahayakan kehidupan manusia dipandang 

sebagai tindak pidana yang serius. 

 Qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa 

yang dilakukannya. qishash adalah memberikan perlakuan yang sama kepada 

terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Al-Qur'an telah banyak 

menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah 

kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang 
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adalah dalam bentuk qishash yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan 

dan hukuman. 

 Di antara jenis-jenis hukum qishash yang disebutkan dalam Al-Qur'an 

ialah qishash pembunuh, qishash anggota badan dan qishash dari luka. Semua 

kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan qishash 

yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu 

adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum qishash.
112

 Dengan demikian, 

perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut memperlihatkan adanya 

perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. 

 Hukum positif Indonesia cenderung bersifat pragmatis dan rasional, 

dengan memfokuskan pada perbuatan yang secara nyata dapat dibuktikan dalam 

proses peradilan, sedangkan hukum pidana Islam menempatkan aspek teologis 

dan akidah sebagai dasar utama dalam menentukan berat ringannya suatu 

perbuatan. Perbedaan paradigma ini pada akhirnya memengaruhi cara kedua 

sistem hukum tersebut dalam mengklasifikasikan, menilai, serta menjatuhkan 

sanksi terhadap praktik santet. 

 Kebijakan formulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP 2023 

dapat dianalisis melalui pendekatan teori kebijakan kriminalisasi yang 

dikemukakan oleh Sudarto.
113

 Teori ini menekankan pentingnya 

mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta kebutuhan hukum dalam 

masyarakat sebelum suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. Menurut 

Sudarto, kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perilaku yang sebelumnya 
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tidak dikategorikan sebagai kejahatan menjadi perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana karena dianggap berpotensi menimbulkan bahaya atau 

kerugian bagi manusia.
114

 

 Dalam proses ini, perilaku tersebut kemudian dimasukkan secara resmi ke 

dalam sistem hukum sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi 

merupakan kebijakan hukum yang menghapus status pidana terhadap suatu 

perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dikenai sanksi pidana.
115

 Hukum 

Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. Jumurul fuqaha’ sudah sepakat 

sumber-sumber hukum islam pada umumnya ada 4, yakni al-Qur‟an, hadits, 

Ijmak, Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat hukum 

suatu peristiwa dalam Al-Qur‟an baru dicari dalam hadist dan seterusnya 

prosesnya seperti itu dalam mencari hukum.
116

 

 Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau 

jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara 

etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan 

perbuatan dosa atau perbuatan salah.
117

 Kata jinayah dalam istilah hukum sering 

disebut dengan delik atau tindak pidana.
118

 Dengan demikian jinayah merupakan 

suatu tindakan yang dilarang oleh syara‟ karena dapat menimbulkan bahaya bagi 

jiwa, harta, akal, keturunaan dan lainnya. 

 Sebagian Ahli fikih menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang 

berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, 
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menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah 

fikih jinayah sama dengan hukum pidana.
119

 Tujuan pemidanaan dalam Islam, 

menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagimana dikutip dari Octoberrinsyah, 

berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum 

pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembalasan (al-Jaza) 

 Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan 

pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang 

setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu 

berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan 

yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan 

apa yang telah dilakukannya.
120

 

 Mahmood Zuhdi Ab. Majid sebagaimana dikutip oleh Octoberrinsyah, 

menerangkan bahwa, secara umum konsep ini berarti bahwa setiap perilaku 

tercela yang dilakukan oleh seseorang haruslah dibalas setimpal dengan apa yang 

telah dilakukannya.
121

 Mengenai konsep pembalasan ini Allah SWT berfirman 

dalam QS: Asy-Syura, 40. 

 َٓ يْ ِّ ٍِ ٗٗ لََ يحُِتُّ اٌظّٰ َِۗ أَِّ ٖٗ عٍََٝ ّّٰٰ اصٍََْحَ فَبجَْزُ َٚ ْٓ عَفَب  َّ بَۚ فَ َٙ ثٍُْ ِِّ ؤُا طَيئِّخٍَ طَيئِّخٌَ 
ۤ

جَشٰ َٚ ٢٤١  
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“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa 

yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka 

pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”
122

 

 Konsep balas setimpal banyak diterapkan dalam Al-Qur‟an pada kategori 

tindak pidana hudud. Hudud sendiri merupakan jenis kejahatan yang dihukum 

dengan hukuman tetap (had), sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan 

hadis. Kemudian juga terdapat qishash, qishash merupakan ancaman pidana yang 

setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
123

 

b. Pencegahan (az-Zajr) 

 Pencegahan atau preventif dapat dipahami sebagai satu sikap untuk 

mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur‟an terdapat 

beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep 

pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur‟an merumuskan satu konsep bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya 

bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan 

pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk.
124

 

 Mahmood Zuhdi Ab. Majid menyebutkan bahwa tujuan dari pencegahan 

atau deterrence terhadap tindak pidana yaitu untuk mencegah suatu tindak pidana 

tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Mengenai konsep pencegahan ini 

Allah SWT berfirman dalam AL-Quran, yang artinya:
125

 

 َْ ْٛ ُْ يَزْجِعُ ُٙ ٌْعَذاَةِ ٌعٍَََّ ُْ ثِب ُٙ ٰٔ اخََذْ َٚ بَۗ  َٙ ْٓ اخُْتِ ِِ يَ اوَْجَزُ  ِ٘ ْٓ اٰيَخٍ الََِّ  ِِّ  ُْ ِٙ ب ٔزُِيْ َِ َٚ ٢٤۝  
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“Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat 

itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada 

mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS: Az-Zukruf, 48). 

ُْ يَذَّوَّ  ُ٘ لََ  َٚ  َْ ْٛ ثُ ْٛ َُّ لََ يَتُ ِٓ ثُ تيَْ زَّ َِ  ْٚ حً اَ زَّ َِّ  ٍَ ًِّ عَب َْ فِيْ وُ ْٛ ُْ يفُْتَُٕ ُٙ َْ أََّ ْٚ لََ يَزَ َٚ َْ اَ ْٚ ٢٠۝۝ زُ  

“Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji 

sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak 

(pula) mengambil pelajaran?” (QS: At-Taubah, 126).
126

 

 Mahmood Zuhdi Ab. Majid menjelaskan secara ringkas mengenai ayat-

ayat di atas bahawa ayat tersebut memberikan arti tentang ketentuan yang Allah 

SWT berikan kepada manusia, baik itu berupa hukuman, bukanlah semata-mata 

untuk menyiksa manusia itu sendiri, akan tetapi sebenarnya adalah untuk 

memberikan peringatan agar menjaga diri dan menghindarkan diri mereka dari 

kesesatan dan pebuatan yang buruk. Bahkan Alllah SWT mencela kepada mereka 

yang tidak mengambil Pelajaran dari setiap peringatan yang diberikan.
127

 

 Pencegahan sebagaimana dimaksud memiliki dua aspek, yaitu pencegahan 

yang bersifat umum, yang ditujukan kepada masyarakat agar ketika masyarakat 

mengetahui hukuman dan melihat hukuman itu diterapkan, mereka menjadi takut 

dan tidak mau melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian pencegahan yang 

bersifat khusus yang diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana, yang mana 

ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan diberikan balasan atas 

perbuatannya tersebut, dan karena balasan itu harapannya pelaku tindak pidana 
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menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang telah dia 

lakukan.
128

 

c. Pemulihan/Perbaikan (al-Islah) 

 Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni memulihkan 

pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian 

fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar 

dalam sistem pemidanaan Islam.
129

 Tujuan pidana dalam Islam yaitu menjdi 

Rahmat bagi sekian alam, hukum yang Allah SWT tentukan adalah Rahmat untuk 

menegakkan keadilan, kedamaian, dan agar manusia menjadi sejahtera. Maka dari 

itu adanya hukuman itu sendiri agar mencegah manusia dari bahaya dan 

membimbing manusia ke jalan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah 

dengan diberikannya hukuman maka harapan agar pelaku tindak pidana menyesali 

perbuatannya dan membimbing ke jalan kebenaran, keadilan, kebijaksanaan.
130

 

d. Restorasi (Al-Isti’adah) 

 Pada dasarnya hukum Islam didasari pada prinsip untuk tidak tergesa-gesa, 

terutama dalam membawa perkara kedalam persidangan, karena dalam hukum 

Islam terdapat penyelesaian yang bisa dilakukan di luar persidangan yaitu 

mencapai keadilan restoratif dengan melakukan mediasi.
131

 Alternatif 

penyelesaian perkara berupa dokrin pemaafan dalam wadah mediasi demi 

tercapainya keadilan rstoratif, dalam hukum Islam bertujuan untuk tercapainya 
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pemidanaan yang ideal, yang dapat memberikan nilai keadilan yang merata 

kepada seluruh pihak.
132

 

e. Penebusan Dosa (At-Takfir) 

 Ketika manusia melakukan perbuatan tercela atau kejahatan, maka 

manusia tersebut tidak hanya dibebankan kepada tanggung jawab hukum di dunia 

saja (al-uqubat addunyawiyyah), akan tetapi juga akan diminta 

pertanggungjawaban hukuman di akhirat (al-uqubat al-ukhrawiyyah). 

Pertanggungjawaban di dunia dengan diberikannya hukuman, menurut para ulama 

bahwa hukuman tersebut berfunsi untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah 

dilakukan.
133

 

 Tujuan dari penebusan dosa ini menyebabkan banyak pelaku kejahatan, 

terutama yang menyadari kesalahan mereka dan kemudian bertobat, memutuskan 

untuk menerima hukuman di dunia. Mereka memilih hukuman di dunia yang akan 

menghapus dosa serta menghilangkan siksaan bagi mereka di akhirat.
134

 Maka 

dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari pemidanaan perbuatan santet berdasarkan 

hukum pidana Islam adalah memberikan pembalasan yang adil, mencegah 

terulangnya perbuatan, memulihkan ketertiban masyarakat, memperbaiki pelaku, 

serta menjadi sarana penebusan dosa atas perbuatan yang bertentangan dengan 

ajaran agama. 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan bahaya tindakan tidak bertanggung jawab dan praktik santet 

untuk mencegah perilaku merugikan. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2023 menekankan hakim sendiri, melindungi masyarakat dari tindak pidana santet 

dan meningkatkan partisipasi sosial. Kriminalisasi santet bertujuan meningkatkan 

rasa aman masyarakat dan memberikan perlindungan hukum. Penegakan hukum 

esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pasal 252 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana terhadap pelaku santet, tetapi 

penerapannya menghadapi tantangan bukti formal dalam KUHAP. 
135

 

 Islam menghukumi tindakan santet sebagai dosa besar yang berujung pada 

kesyirikan. Darojat menjelaskan, dalam ritual sihir, pada dukun akan merapalkan 

jampi-jampi yang memuji jin penguasa. Tindakan ini jelas menyekutukan 

Allah.
136

 Di dalam hukum Islam, pelaku sihir atau santet tidak disebutkan secara 

jelas bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi hukum 

melakukan sihir atau menyantet terhadap orang lain ialah kafir.
137

 

 Sanksi pidana terhadap pelaku santet dalam hukum pidana islam adalah 

Qisash dasar hukumnya sudah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 102-103: 

ا يُ  ْٚ َٓ وَفَزُ يٰطِيْ َّٓ اٌشَّ ىِ ٌٰ
َٚ  ُٓ ّٰ ب وَفَزَ طٍُيَْ َِ َٚ  ََۚٓ ّٰ ٍْهِ طٍُيَْ ُِ  ٝ ٍٰ ُٓ عَ يٰطِيْ ب تتٍَُْٛا اٌشَّ َِ ا  ْٛ اتَّجعَُ بٓ َٚ َِ َٚ حْزَ  َْ إٌَّبصَ اٌظِّ ْٛ ُّ عٍَِّ

ِٓ ثجَِ  ٍىََيْ َّ ٌْ ْٔشِيَ عٍََٝ ا ُٓ فتَِْٕخٌ فلَََ تىَْفزَُْۗ فيََتعََ اُ ب َٔحْ َّ َّٔ لََٓ اِ ْٛ ْٓ احََدٍ حَتّٰٝ يمَُ ِِ  ِٓ ّٰ ٍِّ ب يعَُ َِ َٚ دََۗ  ْٚ برُ َِ َٚ دَ  ْٚ َ٘برُ  ًَ َْ بثِ ْٛ ُّ ٍَّ

 ِْ ْٓ احََدٍ الََِّ ثِبِِْ ِِ  ٖٗ َٓ ثِ يْ ُْ ثِضَبۤرِّ ُ٘ ب  َِ َٚ  َۗ ٖٗ جِ ْٚ سَ َٚ زْءِ  َّ ٌْ َٓ ا ٖٗ ثيَْ َْ ثِ ْٛ لُ ب يفَُزِّ َِ ب  َّ ُٙ ْٕ لََ  ِِ َٚ  ُْ ُ٘ ب يَضُزُّ َِ  َْ ْٛ ُّ يتَعٍَََّ َٚ  َِۗ ّّٰٰ

ْٔفظَُ  ٓ اَ ٖٗ ا ثِ ْٚ بشَزَ َِ ٌجَئِضَْ  َٚ ْٓ خَلََقٍَۗ  ِِ خِزَحِ  ٗٗ فِٝ الَْٰ ب ٌَ َِ ِٓ اشْتزَٰىُٗ  َّ ا ٌَ ْٛ ُّ ٍِ ٌمََدْ عَ َٚ  َُْۗ ُٙ فَعُ ْٕ َْ يَ ْٛ ُّ ا يعٍََْ ْٛ ْٛ وَبُٔ ٌَ َُْۗ ُٙ ٢٠١۝   ْٛ ٌَ َٚ

 َّ ا ٌَ ْٛ اتَّمَ َٚ ا  ْٛ ُٕ َِ ُْ اٰ ُٙ َْ أََّ ْٛ ُّ ا يعٍََْ ْٛ ْٛ وَبُٔ ِ خَيْزٌَۗ ٌَ ْٕدِ ّّٰٰ ْٓ عِ ِِّ ثَخٌ  ْٛ ٢٠١۝ ࣖثُ  
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“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan 

Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka 

mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat 

di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan 

sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah 

fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka 

mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara 

seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang 

dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang 

mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka 

benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) 

itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali 

perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-

nya). Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah 

pasti lebih baik, seandainya mereka mengetahui(-nya).”
138

 

 Secara bahasa, qishash berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qishahan yang 

berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qishash secara bahasa ini ada 

kaitannya dengan kata kisah. Qishash berarti menelusuri jejak kaki manusia atau 

hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan 

bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara 

peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya.
139
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 Kesamaan antara peristiwa nyata dan kisah disatu sisi dan kesamaan antara 

jejak kaki dan telapak kaki disisi lain merupakan bukti adanya relevansi antara 

kata qishash dan kisah dalam bahasa Indonesia. Artinya, nyawa pelaku pembunuh 

bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku 

penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.
140
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        1. Ketentuan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya 

tidak mengatur santet secara eksplisit. Pengaturan ini tidak mempidanakan 

praktik gaib itu sendiri, melainkan menitikberatkan pada perbuatan 

mengaku dan menawarkan jasa dengan klaim kekuatan gaib yang dapat 

menimbulkan penderitaan atau kematian, sehingga termasuk sebagai delik 

formil. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum, mencegah 

penipuan berkedok supranatural, serta menghindari tindakan main hakim 

sendiri di masyarakat. Dengan demikian, negara berupaya memberikan 

perlindungan hukum dan menjaga ketertiban umum, meskipun dalam 

penerapannya masih menghadapi tantangan berupa potensi multitafsir dan 

kesulitan pembuktian. 

        2. Pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 merupakan upaya negara memberikan kepastian hukum 

terhadap praktik yang sebelumnya sulit dijangkau hukum, dengan 

menitikberatkan pada perbuatan mengaku dan menawarkan jasa kekuatan 

gaib sebagai delik formil tanpa perlu membuktikan akibatnya. Kebijakan 

ini bertujuan mencegah penipuan, konflik sosial, dan tindakan main hakim 

sendiri, sekaligus memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi 

masyarakat. Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan utama, 
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terutama dalam aspek pembuktian dan penentuan hubungan kausalitas 

yang sulit dibuktikan secara rasional. Dalam perspektif hukum Islam, 

santet dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung 

unsur mudarat dan syirik, sehingga penanggulangannya tidak hanya 

melalui sanksi, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa penguatan 

akidah dan edukasi keagamaan. 

       3. Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam 

dalam mengatur tindak pidana santet menunjukkan perbedaan mendasar 

dalam pendekatan dan dasar filosofis. Hukum positif melalui Pasal 252 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada perbuatan 

yang dapat dibuktikan secara rasional, yaitu mengaku dan menawarkan 

jasa kekuatan gaib sebagai delik formil, dengan tujuan menjaga ketertiban 

dan mencegah kejahatan sosial. Sementara itu, hukum pidana Islam 

memandang santet sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, 

tetapi juga akidah karena mengandung unsur syirik, sehingga 

dikategorikan sebagai jarimah dengan sanksi yang dapat berupa ta‟zir 

hingga qishash tergantung akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, 

hukum positif bersifat pragmatis dan berorientasi pada pembuktian, 

sedangkan hukum Islam bersifat teologis dan moral, yang keduanya sama-

sama bertujuan melindungi masyarakat namun melalui pendekatan yang 

berbeda. 
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B. Saran 

        1. Perlu adanya penegasan lebih lanjut terhadap unsur-unsur dalam Pasal 252 

agar tidak menimbulkan multitafsir, disertai penerapan yang hati-hati oleh 

aparat penegak hukum berbasis bukti objektif guna menghindari 

kriminalisasi yang keliru, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan lebih 

mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum. 

      2. Perlu kejelasan lebih rinci dalam penerapan Pasal 252 agar tidak 

menimbulkan multitafsir, khususnya dalam membedakan antara 

kepercayaan dan perbuatan pidana, disertai penegakan hukum yang 

berbasis bukti objektif agar tidak terjadi kriminalisasi yang keliru. Selain 

itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik 

penipuan berkedok santet dan mencegah tindakan main hakim sendiri, 

serta penguatan nilai keagamaan sebagai upaya preventif dalam perspektif 

hukum Islam. 

       3. Perlu adanya harmonisasi pemahaman antara hukum positif dan hukum 

pidana Islam agar tidak terjadi benturan dalam penerapan di masyarakat, 

khususnya dengan memperjelas batasan norma dan unsur pidana dalam 

Pasal 252. Selain itu, aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan 

ini secara objektif dan rasional, sementara pendekatan hukum Islam dapat 

dimanfaatkan sebagai landasan moral dan preventif melalui edukasi 

keagamaan guna mengurangi praktik santet di masyarakat. 
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